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	ABSTRAK
Indonesia telah melakukan upaya yang lebih baik dalam mengurangi angka kematian bayi dan balita. kematian ibu, tujuan keempat MDGs. Angka kematian ibu, diperkirakan sebesar sekitar 228 per 100.000 kelahiran hidup, tetap tinggi di atas 200 selama dekade terakhir. Bidan merupakan potensi besar bagi sumber daya manusia kesehatan, namun keberadaannya belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan menyeluruh dengan fokus pada aspek preventif , dan bidan berperan dalam memberikan pertolongan persalinan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih, menangani situasi darurat tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan ibu. Dan bayi baru lahir. Berdasarkan pada itu Latar Belakang Itu memiliki pernah Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian hukum tentang “Pelaksanaan Tugas Bidan Dalam Persalinan Dikaitkan Dengan Hukum Kesehatan Pada Pelayanan Bidan Mandiri”. Praktik Siska Damayanti , S.ST Bengkulu Kota". Itu Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tugas Bidan dalam Menolong Persalinan pada Bidan Praktik Mandiri Siska dan Bagaimana Kaitan Hukum Kesehatan dengan Penolong Persalinan pada Bidan Praktik Mandiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian sekunder dan primer. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peran bidan dalam menolong persalinan sangat penting dari sisi bidan. titik dari melihat, Karena dia berhubungan ke itu legal tanya yang mana menyediakan kewenangan atas segala tindakan yang dilakukan oleh bidan. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang izin praktik kebidanannya diatur dalam Permenkes no 28 tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Kebidanan, bidan diberi kewenangan untuk menolong persalinan.

ABSTRACT 
Indonesia has done better in reducing infant and under-five mortality. maternal mortality, the fourth goal of the MDGs. The maternal mortality rate, estimated at around 228 per 100,000 live births, has remained high above 200 for the past decade. Midwives represent great potential for health human resources, but their existence has not been supported by comprehensive legislation. Midwives provide continuous and comprehensive midwifery services with a focus on preventive aspects, and midwives play a role in providing delivery assistance who have the knowledge, skills and abilities to provide safe and clean assistance, handle certain emergency situations to optimise maternal health. Based on that background, the author wants to conduct legal research on ‘Implementation of Midwife Duties in Childbirth Associated with Health Law at Independent Midwife Services’. Siska Damayanti Practice, S.ST Bengkulu Kota’. The formulation of the problem in this study is How is the Implementation of Midwives' Duties in Assisting Childbirth at Siska's Independent Practice Midwife and How is Health Law Related to Childbirth Assistance in Independent Practice Midwives. In this study the authors used normative juridical research or normative legal research, this research data collection technique is secondary and primary research. The conclusion in this study is that the role of midwives in assisting childbirth is very important from the midwife's point of view, because she is related to the legal question which provides authority for all actions taken by midwives. Midwives as health workers whose midwifery practice permits are regulated in Permenkes no 28 of 2017 concerning Permits for Midwifery Practice, midwives are given the authority to assist childbirth.
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PENDAHULUAN
Indonesia telah jauh lebih baik dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita, yang merupakan tujuan keempat MDG. Angka kematian ibu, yang diperkirakan sekitar 228 per 100.000 kelahiran hidup, tetap tinggi di atas 200 selama dekade terakhir, meskipun ada upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu. Hal ini berbeda dengan negara-negara miskin di seluruh Indonesia yang telah menunjukkan peningkatan lebih besar pada tujuan kelima MDG Petugas kesehatan adalah layanan penyedia kesehatan yang memiliki peran utama dalam mencapai pembangunan kesehatan 1 Tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan memiliki peran utama dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan juga merupakan pemberi pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan kewenangan profesinya untuk melakukan upaya kesehatan secara optimal. Tenaga kebidanan merupakan potensi sumber daya kesehatan manusia yang besar, namun keberadaannya belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Saat ini tenaga kesehatan baik dokter, bidan maupun perawat sebagai objek hukum banyak menjadi sasaran gugatan atas pelayanan kesehatan yang dianggap merugikan pasien. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan non medis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 
Kompetensi dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan (Simarmata, 2018). Untuk mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut, pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan publik yang layak. Pelayanan kesehatan terutama pada saat penyampaian merupakan kewenangan bidan sesuai kompetensinya. Bidan sebagai pekerja kesehatan yang lisensi untuk melaksanakan bidan praktik diatur dalam Permenkes No 28 Tahun 2017 tentang Perizinan Pelaksanaan Praktik Bidan, bidan diberi wewenang untuk membantu pengiriman ( Erawati , 2020). 
Hukum memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Kegiatan penyelenggaraan kesehatan memerlukan hukum kesehatan yang memadai agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. untuk penyedia dan penerima layanan kesehatan. Kesehatan pekerja sangat dipercaya memiliki etika dan perilaku yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, petugas kesehatan harus berjalan di koridor dan rambu-rambu yang telah ditentukan. ( Saraswati , 2023) Sebagai seorang bidan harus perlindungan mengetahui hukum bagi bidan yang terkandung dalam Pasal 60 Undang-Undang tentang Kebidanan yaitu: Bidan dalam menjalankan Praktik Kebidanan berhak: Mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas di dalam sesuai dengan kompetensi, otoritas, Dan mematuhi kode dari itu etika, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasi; Memperoleh benar, jernih, jujur, Dan menyelesaikan informasi dari klien Dan / atau milik keluarga mereka; Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasi, dan ketentuan dari hukum dan peraturan-undangan; Ketidakseimbangan pendapatan atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan; Memperoleh fasilitas kerja sesuai standar; danf. Dapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan disebutkan bahwa “tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.Bidan harus mempunyai surat izin praktik bidan untuk dapat mengadakan ikatan perjanjian dengan pasien terlebih dahulu harus mempunyai izin untuk membangun tempat praktik bidan, Izin merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengatur perilaku warga negaranya. Izin merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perilaku warga negaranya. persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan-undangan.
LANDASAN TEORI
Hukum kesehatan menurut HJJ Lennen adalah keseluruhan ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan dan ketentuan ketentuan hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana yang berkaitan dengannya. Hal senada juga disampaikan oleh Van Der Mijn , hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan peraturan yang berhubungan dengan ketentuan tentang bidanan dan juga penerapannya dalam hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara pidana. hukum administrasi negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-undangan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis (undang-undang), tetapi juga pada yurisprudensi, perjanjian, konteks, serta pendapat para ahli hukum dan ahli kedokteran (termasuk doktrin). Hukum kesehatan ditinjau dari objeknya meliputi segala aspek yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan ( zorg Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa sumber hukum kesehatan cukup luas dan kompleks . 
Bidan sebagai tenaga kesehatan terikat dengan kebijakan yang mengatur tentang pelayanan kebidanan. Tugas bidan dalam membantu pengiriman dapat dilakukan secara mandiri, kolaboratif dan referensi. Mandiri adalah memberikan pengasuhan kebidanan kepada klien dalam pengiriman dengan melibatkan klien/keluarga. Kolaborasi dalam membantu pengiriman dengan melibatkan pekerja kesehatan lainnya Dan Merujuk adalah membuat rujukan ke layanan yang lebih tinggi Karena itu di luar kewenangan mereka.
METODE PENELITIAN
Metode Analisis
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum terutama asas hukum positif yang bersumber dari bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, doktrin hukum, peraturan-undangan , dan bahan pustaka yang berupa bahan pustaka yang berupa peraturan-undangan. temuan dalam kasus konkrit sistematika hukum (konkret), tingkat sinkronisasi, hukum perbandingan, dan sejarah. Itu metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini penelitian bersifat kuantitatif atau Wawancara, yaitu metode survei untuk mengumpulkan data dari populasi yang besar. Survei dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner dan juga wawancara langsung kepada responden. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang mencakup permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan menguraikan masalah hukum, fakta dengan gejala-gejala lain yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas Bidan dalam Menolonng Persalinan Terkait Hukum Kesehatan. Teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan meneliti yaitu data primer dan data sekunder berupa bahan:

1. Bahan hukum primer, yaitu memperoleh data melalui metode wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dan orang-orang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, karya-karya kalangan hukum, dan lain-lain yang terkait dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan pendekatan Restoratif.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum, dan buku politik.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yaitu, Jika data primer sudah terkumpul maka dilakukan analisis data. Suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan pokok bahasan yang dikemukakan pada penelitian deskriptif. Pada pembahasan atau hasil penelitian selanjutnya calon penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu mencoba menganalisis data dengan cara menguraikan dan menggambarkan secara jelas data yang sebenarnya dalam penelitian. bidang yang mudah diukur berkenaan dengan obyek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian kemudian dipelajari, dijelaskan, dan dikaitkan dengan teori dan perubahan yang berlaku sehingga sampai pada suatu kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang dikemukakan oleh calon penulis.
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil

Analisis Pelaksanaan Tugas Bidan Dalam Mendampingi Persalinan Di Praktik Mandiri Bidan Siska

Persalinan adalah proses pembukaan dan penipisan leher rahim serta turunnya janin ke jalan lahir kemudian diakhiri dengan keluarnya bayi yang sudah cukup bulan atau hampir cukup bulan atau sudah bisa hidup di luar rahim diikuti dengan proses persalinan. oleh itu pengusiran dari itu plasenta Dan selaput janin dari itu milik ibu tubuh melalui itu jalan lahir . Implementasi Peran Bidan Sebagai Provider Dalam Pertolongan Persalinan Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan yang pernah melahirkan menyatakan bahwa peran bidan sebagai pelaksana dalam pertolongan pengiriman pada praktik mandiri bidan siska yaitu:

“Perawatnya ramah, baik, bekerja sesuai SOP, melakukan penyampaian sesuai standar yang ditetapkan”

“membantu persalinan...ya, melakukan pertolongan persalinan sesuai dengan petunjuk yang ada dan suami mendampingi persalinan”

Berdasarkan analisis peneliti dari uraian diatas menunjukkan bahwa peran bidan sebagai penolong dan sebagai pelaksana merupakan tugas mandiri dengan memberikan pelayanan kebidanan berupa pemeriksaan pertolongan pengiriman. menggunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk tugas kolaborasi, bidan juga melibatkan keluarga pasien sebagai pendamping pengiriman yang berjumlah 1 orang.Bidan menjalankan praktiknya secara mandiri sesuai dengan peraturan kebidanan. Dalam konteks keahlian mereka yang beragam, semua keahlian ini sama pentingnya satu sama lain dalam praktik asuhan kebidanan. Tujuan utama pengasuhan kebidanan adalah untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu serta memberikan asuhan terbaik sejak masa kehamilan hingga persalinan. 
Tujuan ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan pada ibu. dan bayi, membuat mereka sehat dan sejahtera. Bidan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membantu pengiriman. Bidan menjalani jenjang pendidikan formal sebagai bidan. Hal ini juga karena bidan memiliki peralatan persalinan seperti gunting dan jarum suntik. Bidan juga dapat mencegah terjadinya infeksi pada proses pengiriman. Bidan dalam persepsi masyarakat merupakan tenaga medis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan pelayanan dan tindakan medis, terutama terkait dengan pertolongan persalinan. Peran bidan merupakan salah satu upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan antenatal, pertolongan pengiriman, pencegahan komplikasi dan keluarga berencana oleh bidan. Pelayanan kebidanan memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu program pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan. 
Bidan harus mampu melaksanakan untuk meningkatkan peran serta suami, keluarga dan masyarakat dalam perencanaan penyampaian yang aman dan persiapan pelaksanaan komplikasi ibu hamil termasuk perencanaan pemanfaatan KB pasca penyampaian dengan menggunakan stiker sebagai media pemberitahuan yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir. Sesuai dengan teori bahwa semakin baik peran bidan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat khususnya perencanaan, persiapan persalinan, dan komplikasi pencegahan, maka ibu hamil dan keluarga akan lebih siap dan terencana dalam mempersiapkan proses persalinan. Sebaliknya, peran bidan sebagai pelaksana kurang baik, sehingga ibu tidak optimal dalam mempersiapkan proses pengiriman.

Pembahasan 
Kesehatan Hukum Berhubungan Kemembantu Persalinan Di Dalam Mandiri Bidan Praktik

Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan praktik kebidanannya. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan. Bidan yang melaksanakan praktiknya harus sesuai kewenangannya berdasarkan kompetensi yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 62 ayat (1) huruf c yang dimaksud dengan “kewenangan berdasarkan kompetensi” adalah kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan ruang cakupan dan kompetensinya, termasuk bagi bidan ia memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan serta keluarga berencana. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan pada Masa Sebelum Hamil, Masa Persalinan, dan Masa Setelah Persalinan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual pada Pasal 14 disebutkan bahwa:

1. Pengiriman harus mengambil tempat di dalam fasilitas kesehatan peduli

2. Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi: Pengambilan keputusan klinis; Asuhan yang berpusat pada ibu dan bayi; Pencegahan infeksi; Pencatatan (rekam medis) pengasuhan persalinan; dan Rujukan dalam kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.

3. Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar pengasuhan persalinan normal (APN).

Terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1), bidan wajib melakukan pertolongan pengiriman di fasilitas pelayanan kesehatan seperti praktik mandiri, namun peraturan ini tidak berarti bahwa bidan tidak wajib melakukan pertolongan pengiriman di fasilitas pelayanan kesehatan seperti praktik mandiri. adalah larangan bagi bidan untuk melakukan kerja di luar fasilitas pelayanan kesehatan. 
Bidan sebenarnya bisa membantu pengiriman di luar fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau warga untuk mencapai. Ketentuan ini muncul dengan latar belakang situasi geografis Indonesia dalam hal alam Dan angkutan melakukan tidak mengizinkan layanan kesehatan menjadi telah membawa keluar sama di setiap wilayah di dalam Indonesia. 
Namun apabila bidan melakukan bantuan dimana letak geografisnya mudah dijangkau oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak melaksanakan ketentuan yang telah diberikan, maka bidan tersebut dikenakan sanksi administratif. Dalam pertolongan pengiriman di praktik bidan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu tindakan kegawatdaruratan sehingga perlu dilakukan rujukan, tentunya ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlindungan hukum terhadap bidan dalam merujuk pasien meliputi: 1) Bidan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 2) Bidan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila dalam melakukan rujukan pasien tidak sesuai dengan Tanggung Jawab Hukum Bidan Pada Kasus Rujukan Gawat Darurat Kebidanan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 3) Bidan dapat meminta perlindungan hukum kepada organisasi profesi bidan atau pemerintah. 
Dalam melakukan suatu tindakan dalam praktik mandiri seperti adanya kesepakatan antara bidan dengan pasien untuk menolong persalinan yang tentunya diharapkan berjalan dengan baik, namun pada kenyataannya bidan tidak melakukan pertolongan persalinan. bukan itu memenuhi perjanjian. Dengan kejadian itu dari bawaan, tentu saja, dia akan menyakiti pasien itu, karena pasien itu mempunyai Hak menuntut ganti rugi. Hak pasien untuk memperoleh ganti rugi atas wanprestasi, selain berdasarkan ketentuan hukum perikatan, juga berdasarkan ketentuan hukum kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap orang, tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya” Bidan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan dan keputusan yang diambil dalam memberikan pelayanan kebidanan. Akan tetapi, tindakan bidan dalam menjalankan praktiknya sering kali masih terjadi kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dan tindakan bidan tersebut sering disebut sebagai malpraktik bidan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Peran bidan dalam menolong persalinan sangatlah penting dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan askep hukum yang memberikan kewenangan atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh bidan. Berdasarkan sudut pandang hukum, pasien dan bidan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hubungan hukum antara bidan dengan pasien merupakan hubungan terapeutik yang berlandaskan pada asas hukum dalam hubungan kontraktual. Pelayanan kesehatan khususnya pada saat persalinan merupakan kewenangan bidan yang memenuhi kompetensinya. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang izin praktik kebidanannya diatur dalam Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan praktik kebidanan, bidan berwenang untuk menolong persalinan.

Saran 
Berdasarkan pada beberapa dari itu kesimpulan itu memiliki pernah menyatakan di atas, itu penulis meletakkan maju beberapa Saran Untuk menghindari permasalahan yang dapat merugikan pasien maupun bidan sendiri, diharapkan praktik bidan Bisa bekerja bersama ke mendapatkan terlibat di dalam masyarakat melayani Kegiatan terkait ke itu bertindak dari persaliinan Perlunya penelitian lebih lanjut khususnya mengamati peran bidan sejak awal kehamilan sampai masa nifas sehingga dapat memaksimalkan pemantauan kinerja bidan dalam mendukung keikutsertaan ibu hamil dalam persiapan persalinan.
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